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BAB IV 
CAPAIAN POLITIK PARTAI BULAN BINTANG DAN PENYEBAB 
KEMEROSOTAN SUARA DI LAMPUNG 
 
 
 
A. Capaian Politik PBB pada pemilu Legislatif 
1. Partai Bulan Bintang pada pemilu legislatif 1999-2014 
Partai Bulan Bintang sejak ikut pemilu tahun 1999-2014, perolehan 
suaranya relatif stagnan. Perolehan suaranya belum pernah melampaui 3%. 
Akibatnya, PBB gagal lolos Parliamentary Threshold. Begitu juga perolehan 
suaranya di Lampung sangat rendah. Pada pemilu 1999 yang menunjukkan 
kekalahan atau kegagalan PBB. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang 
mampu meraih 2.049.708 suara atau sekitar 1,94% dan meraih 13 kursi DPR RI. 
Dari ke 17 partai Islam yang ikut Pemilu, hanya PPP (58 kursi) dan PBB (13 
kursi) yang lolos electoral thresold. Sedangkan yang lainnya, yaitu sebanyak 15 
partai Islam tidak lolos electoral threshold. 
Pemilu 2004, secara keseluruhan dari total 24 partai politik yang menjadi 
peserta pada Pemilu 2004, ada tujuh partai politik Islam dan partai berbasis 
massa Islam yang ikut dalam pemilihan umum. Tujuh partai politik tersebut 
adalah: 
Tabel 1 
Hasil perolehan suara pemilu 2004 
Partai  Suara  %  Kursi di DPR  
Partai Kebangkitan Bangsa  11.989.564  10,6  52  
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Partai Persatuan Pembangunan  9.248.764  8,2  58  
Partai Keadilan Sejahtera  8.325.020  7,3  45  
Partai Amanat Nasional  7.303.324  6,4  53  
Partai Bulan Bintang  2.970.487  2,6  11  
Partai Bintang Reformasi  2.764.998  2,4  14  
Partai Nahdhatul Umat  
Indonesia  
895.610  0,8  2  
Partai Bulan Bintang (PBB) yang dianggap oleh sebagian kalangan 
sebagai penerus perjuangan Masyumi ini mengalami permasalahan yang hampir 
mirip seperti apa yang dialami oleh PKB, yakni munculnya dua kubu yang sama-
sama mengklaim sebagai pengurus PBB yang sah. Ketika itu, Hartono Mardjono 
dan Yusril Ihza Mahendra berseteru tentang sah dan tidaknya pelaksanaan 
muktamar yang dilakukan oleh partai tersebut. Puncaknya, Hartono Mardjono 
menyatakan keluar dan memilih bergabung bersama Fraksi Perserikatan Daulah 
Ummah, yang merupakan gabungan dari beberapa partai Islam kecil. 
Pada pemilu 2009 dan 2014, partai ini pun tak lolos Parliamentary 
Threshold. Konsekuensinya, PBB tidak memiliki perwakilan di parlemen. 
Pemilu 2009 hanya memperoleh 1,79 persen dengan total 1,8 juta pemilih dan 
pemilu 2014 perolehan suaranya turun di 0.91%. 
 Begitu juga perolehan suaranya di Lampung. Dalam pemilu Legislatif 
anggota DPRD tingkat provinsi tahun 2009 hanya mendapatkan 56,265 suara. 
Pemilu 2014 hanya memperoleh suara 50,191 suara atau sekitar 1,22 persen. 
Sehingga dalam pemilu legislatif anggota DPRD tahun 2009 dan 2014, tak ada 
satupun wakil dari PBB yang masuk parlemen di Lampung. (Berikut tabel). 
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Tabel 2 
Perolehan suara PBB pada Pemilu 2014 di Lampung 
No Partai Suara Sah % 
1 PDIP 793,830 19,36 
2 Gerindra 523,310 12,76 
3 Demokrat 484,152 11,81 
4 Golkar 449,226 10,96 
5 PKS 391,266 9,54 
6 PAN 389,358 9,50 
7 PKB 321,516 7,84 
8 Nasdem 306,796 7,48 
9 Hanura 182,496 4,45 
10 PPP 169,362 4,13 
11 PBB 50,191 1,22 
12 PKPI 38,315 0,93 
                         Total                           4,099,818 1 
 
B. Penyebab kemerosotan suara PBB pada pemilu Legislatif 2014 
Banyak faktor tentunya yang menjadi penyebab kemerosotan suara PBB, 
khususnya pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Lampung. Penulis dalam 
temuannya memperoleh gambaran bahwa penyebab kemerosotan suara partai tidak 
terlepas dari persoalan internal-eksternal Partai. 
                                                          
1 Lihat hasil Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD 
Provinsi LampungTahun 2014. 
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1. Adanya kisruh dalam tubuh PBB Lampung 
  Konflik internal yang terjadi pada PBB menjadi penyebab utama 
kemerosotan suara PBB dalam pemilu tahun 2014. Seperti yang diketahui publik, 
konflik internal PBB yang puncaknya pada acara Muswillub Lampung pada tanggal 
15-17 April 2016 yang dilaksanakan di Hotel Lorin dianggap ilegal. Sebab acara 
Rakornas yang di bungkus Muswillub tersebut tidak mempunyai legalitas dari DPP 
dan tidak mengikuti mekanisme aturan partai, bahkan dinilai sebagai acara liar. 
Konflik yang terjadi pada internal partai menunjukkan adanya dualisme 
dalam tubuh PBB lampung. Nur aida, selaku ketua DPW Lampung mengatakan 
para oknum yang mengatasnamakan DPW tersebut selalu berusaha untuk 
mengambil alih kepemimpinan Partai di Lampung. Bahkan mereka berharap untuk 
menjadi penentu dengan agen-agen politisi lainnya untuk bernegosiasi dengan 
calon yang mau ikut pilkada.2 Dengan adanya konflik tersebut menjadi penyebab 
utama merosotnya suara PBB di Lampung pada pemilu tahun 2014.   
Akibat konflik internal dan dualisme di DPW PBB Lampung, maka 
persiapan yang dilakukan untuk pemilu 2014 pun menjadi berantakan, dan 
pengurus DPW PBB Lampung tidak dapat mengelola organisasi partai dengan baik. 
Hal ini diperparah dengan banyaknya pengurus dan simpatisan yang pindah ke 
partai lain. Dalam kasus internal tersebut memperlihatkan kelemahan pelembagaan 
partai PBB dalam bentuk dimensi koherensi (Coherence). Kelemahan tersebut juga 
berdampak kepada kemorosotan suara partai, karna mesin-mesin partai tidak 
bekerja untuk mendapatkan simpati masyarakat. 
                                                          
2 Wawancara dengan Nuraida yaitu ketua DPW PBB Lampung 
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2. Masalah pendanaan Partai  
 Langkah PBB nampaknya tidak selalu berjalan mulus dalam menjalankan 
agenda-agenda yang sudah ditentukan untuk menghadapi pemilu 2014 kemarin. 
Kendala tersebut datang dari internal PBB. Dari data yang diperoleh penulis 
diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi PBB di internal mereka adalah 
kendala pendanaan partai. PBB mengalami kesulitan dalam membiayai dana 
operasional partai dan dana kampanye partai yang cenderung membengkak dengan 
drastis menjelang pemilu seperti kemarin. Banyak pengeluaran yang harus 
dikeluarkan oleh PBB untuk menjalankan strategi-strategi partai dalam 
meningkatkan elektabilitas mereka melalui program-program yang tentunya harus 
mengeluarkan biaya, seperti pengadaan atribut partai, dan lain-lain. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai 
politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan 
yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Tapi, karena agenda politik setiap partai sangat banyak, maka membutuhkan 
pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan 
kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, partai 
membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara 
maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai harus mencari cara agar eksistensi 
mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan mampu meraih suara signifikan 
dalam pemilu. Realitasnya sumber penerimaan partai politik itu tak sekadar dari 
tiga sumber yang disebutkan di atas tetapi ada juga penerimaan dana lain, salah 
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satunya dari sumbangan pengusaha swasta yang berkepentingan, potongan gaji 
kader di Legislatif/Eksekutif lainnya.3  
Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang, salah satu Partai Politik yang masih 
terkendala dengan dana. Hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Yusril Ihza 
Mahendra. "PBB sudah punya Infrastruktur sampai ke bawah, hanya selama ini 
masih terkendala masalah dana dan manajemen partai”4 katanya saat pelantikan 
Pengurus DPP periode 2015-2020 serta Milad ke-17 PBB di Jakarta, Senin 10 
Agustus 2015 malam. Yusril ingin kelemahan-kelemahan itu diatasi dalam 
menghadapi pemilu berikutnya. Dia mengakui PBB tidak mampu menjaga suara di 
tingkat pusat sehingga tidak memiliki wakil di DPR, namun PBB masih memiliki 
wakil di DPRD. Di Lampung ada 5 anggota DPRD. Seperti di Kabupaten Lampung 
Utara ada 2 kursi, di Kabupaten Pesawaran 2 Kursi, di Kabupaten Pesisir Barat 1 
Kursi.5 Hanya saja PBB Lampung masih mengandalkan sumbangan dari kader 
mereka yang duduk di Legislatif. Besarnya sumbangan bervariasi. Mengingat 
hanya 5 orang dari PBB yang menjadi anggota DPRD di Lampung jadi uang yang 
masuk dari kader sangat minin. Dan juga tidak ada badan usaha yang dikelola oleh 
PBB sehingga sangat terbatas pemasukan PBB.6 
 
 
                                                          
3Ully Chitya, Mengintip keuangan partai politik kita, Lihat website 
Http;//Surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2013/01/01/mengintip-keuangan-partai-
politik-kita. Tanggal 3 maret 2013. 
4 Lihat dalam liputan 6 “ Yusril sebut selama ini PBB terkendala dana dan manajemen 
Partai” diakses pada 11 Agustus 2015. 
5 Lihat hasil rekapitulasi perolehan suara kursi Partai Politik dalam pemilu anggota 
DPRD provinsi Lampung tahun 2014. 
6 Wawancara dengan sekertaris PBB Lampung, yaitu bapak Syafiq. 
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3. Tidak berjalannya proses kaderisasi 
  Sistem kaderisasi dan rekrutmen PBB selama ini tidak berjan baik. 
Akibatnya, PBB miskin kader yang mumpuni untuk diusung menjadi calon 
pemimpin, termasuk calon kepala daerah. Berhentinya proses kaderisasi dalam 
tubuh PBB ini terlihat dari munculnya pimpinan berbagai lembaga politik dan 
publik yang diusulkan partai, tapi bukan kader partai itu sendiri. Partai terkesan 
tidak memiliki kader kompeten sehingga terpaksa harus mengusung calon 
pemimpin dari luar. Fenomena inilah kemudian yang dinilai sebagai gagalnya 
partai dalam rekrutmen dan pengkaderan. Dampaknya bagi PBB ialah tidak 
diberikan kepercayaan oleh masyakat, karna dianggap sebagai partai politik telah 
gagal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga tidak dipilih pada saat pemilu.  
4. PBB tidak mempunyai basis masa yang tetap 
Penurunan suara PBB yang terjadi di daerah berkaitan dengan tingkat 
Pengakaran PBB di masyarakat, dimana salah satu variasi dari tingkat Pengakaran 
partai adalah asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, 
atau dari atas disambut dari bawah. Namun pada kenyataannya PBB pada pemilu 
yang lalu tidak disambut baik oleh masyarakat yang terlihat dari rendahnya suara 
PBB di tingkat daerah. Kendala lain yang dihadapi oleh PBB dari dinamika 
hubungannya dengan masyarakat indonesia jika dikaitkan dengan teori 
pelembagaan partai politik Basedau dan Stroh, merupakan bentuk dari dimensi 
Otonomi (Autonomy). Yaitu tingkat identitas nilai suatu partai politik berkaitan 
dengan hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu 
apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang 
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didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti PKB dengan basis konsituennya 
adalah masyarakat NU. Sedangkan PBB tidak mempunyai basis konsituen seperti 
PKB. Sehingga PBB setiap menghadapi pemilu perolehan suaranya cenderung 
tidak stabil. Aspek lain dari dimensi Otonomi ialah dari segi Kepemimpinan. PBB 
dalam hal ini masih terlalu menggantungkan kepada sosok Yusril. Hal inilah yang 
membuat PBB semakin sulit dikenal masyarakat. Walaupun memang ada peran 
Yusril dalam memperkenalkan PBB namun tetap belum bisa menjangkau pada tiap 
lapisan masyarakat. 
5. Rendahnya minat masyarakat terhadap politik 
 Kendala terakhir yang dihadapi oleh PBB dari eksternal adalah rendahnya 
minat dan kepercayaan masyarakat terhadap politik. Ketidakpercayaan atau distrust 
masyarakat terhadap partai politik menjadi alasan mengapa masyarakat memilih 
golput dalam pemilihan umum. Masyarakat menganggap semua partai politik 
adalah sama saja, mereka hanya mementingkan kepentingan partai mereka tanpa 
melihat kepentingan-kepentingan rakyat kecil sebagai konstituennya. Tingginya 
angka golput tersebut menjadi masalah serius yang menjadi kekhawatiran partai-
partai politik peserta pemilu 2014, tak terkecuali PBB. Angka golput yang begitu 
besar tentu saja banyak berpengaruh pada suara PBB. Banyak pemilih yang 
sebenarnya cukup potensial menjadi penyumbang suara bagi partai, namun karena 
mereka lebih memilih untuk golput, suara mereka yang cukup potensial tidak dapat 
terserap oleh partai. 
